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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Bahwa lembaga kejaksaan merupakan lembaga yang mandiri karena ia tidak 

berada di bawah naungan lembaga yang lain, namun secara fungsional lembaga 

kejaksaan masih harus bertanggung-jawab pada lembaga eksekutif sehingga 

dapat disimpulkan bahwa meskipun bersifat mandiri, lembaga kejaksaan 

bukanlah lembaga yang mengandung sifat independen karena masih 

bertanggung-jawab pada lembaga Presiden. 

2. Bahwa secara kesejarahan Indonesia, lembaga Kejaksaan ditempatkan sebagai 

lembaga yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Begitu juga 

dengan kedudukannya pada masa Reformasi yang mana ia masih bertanggung-

jawab pada Presiden. 

5.2. Saran 

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan 

yang masih belum dapat diselesaikan, oleh karenanya dari penelitian ini, saya 

menyarankan: 

Saran akademis: 

Penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi bahan untuk penelitian-penelitian di 

masa mendatang. 

Saran praktis: 

Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat kepentingan dalam 

mengklasifikasikan lembaga kejaksaan sebagai suatu lembaga negara yang 

independen apabila mengacu pada pendapat ahli seperti Milan Hanzel dan Jan S. 

Maringka. Kurangnya pengaturan terkait dengan kejelasan posisi lembaga 

kejaksaan sebagai lembaga negara di Indonesia juga dikeluhkan oleh praktisi di 

bidang kejaksaan seperti misalnya Marzuki Darusman. 
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Sejauh ini dalam peraturan hukum yang terdapat di Indonesia, lembaga kejaksaan 

masih belum jelas kedudukannya dan masih terdapat campur tangan dari lembaga 

lain terhadap fungsionalitas dari lembaga kejaksaan. Hal ini kemudian dianggap 

oleh kaum praktisi, terutama jaksa sebagai hal yang dapat mengganggu 

terwujudnya peradilan yang bebas di Indonesia yang mana hal tersebut dapat 

menghambat cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan negara hukum, oleh 

karenannya menurut saya terhadap para praktisi, idealnya pemerintah terutama 

pada cabang kekuasaan legislatif lebih memperhatikan hal ini, karena permasalahan 

ini memiliki implikasi yang cukup serius, dan dapat mengganggu tercapainya cita-

cita bangsa Indonesia. Idealnya, sebagai lembaga yang memiliki peran yang cukup 

integral, kejaksaan seharusnya dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 

selaku konstitusi Indonesia. 

Perlu diakui bahwa amandemen ulang terhadap konstitusi Indonesia yakni Undang-

Undang Dasar 1945 merupakan hal yang tidak mudah, hal tersebut merupakan 

kondisi yang teramat ideal untuk kemudian memperjelas kedudukan dari lembaga 

kejaksaan dalam tata lembaga negara di Indonesia. Secara pragmatis, sebagai suatu 

saran yang implementatif, menurut saya dalam rangka memecahkan permasalahan 

yang dikeluhkan oleh kaum praktisi yakni kurang jelasnya kedudukan lembaga 

kejaksaan dalam tata lembaga negara Indonesia yang kemudian memungkinkan 

terjadinya intervensi dari lembaga lain terhadap fungsi kejaksaan, dapat diperjelas 

dalam peraturan di tingkat Undang-Undang, terutama Undang-Undang Kejaksaan 

dan Undang-Undang Kekuasaan kehakiman agar kemudian kejaksaan dapat 

beroperasi tanpa adanya gangguan intervensi dari lembaga lain.  
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